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ABSTRACT

. : important roles in d i

In the new intémational economic order, multinational companies have very 1_m]?0 tment, i CIC:';lOplng

the Third World countrics. Those companies control every aspect of Ihe-" mve,ts. aln ineluding the
. ‘ nal eco

mechanism of transfer of technology to the developing countries. The new internatio nomic order

should rearrange the roles of those companies, so they can give morc advantages for the home countries,

I. PENGANTAR

Ide untuk mengakui perusahaan multinasional sebagai subjek hukur.n internasionaj
bukanlah ide baru. Sekalipun demikian, banyak penulis menolak ide itu, baik mereka yang
berasal dari negara-negara kapitalis, maupun sosialis. Alasan mereka adalah bahwa hanya
ada dua tipe subjek dalam masyarakat internasional, yaitu negara dan organisasi
internasional. Beberapa penulis berpendapat, bahwa ide demikian itu tidak realistis atay
utopis, dan bahkan menguntungkan perusahaan multinasional (PMN) dengan merugikan
negara-negara berkembang. Sementara itu dikatakan pula, bahwa negara-negara
berkembang menentang PMN sebagai subjek hukum internasional karena kekhawatiran
mereka apabila PMN itu akhirnya mendapat kedudukan sama dengan negara-negara
berdaulat. Dikatakan oleh pandangan kedua ini, bahwa pendekatan demikian ifu dapat
dimengerti jika dikaitkan dengan masa kolonial dulu, tetapi suatu tatanan ekonomi
internasional yang baru dengan segi-segi hukumnya yang realistis memerlukan suaty
pandangan yang lain.

Dalam pembahasan berikut ini, akan dibicarakan latar belakang PMN tersebut sebagai
penanam modal dan pemberi teknolo gi di negara-negara berkembang, khususnya lagi dari
segi tatanan ekonomi internasional dilihat darj segi PMN sebagai peserta yuridis. Oleh
karena itu mengenai kemungkinan sifat badan hukum secara internasional dari PMN akan

dilihat sebagai sesuatu hal yang sentral,

IL PERUSAHAAN MULTINASIONAL DI NEGARA BERKEMBANG

Cara-cara masuknya PMN sebagai penanam modal dj negara-negara berkembang,

-
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dan kemungkinan PMN mengawasi penerima teknologi
diperhatikan. Bagaimana PMN masuk ke suaty negara
globalnya dan suasana penanaman modal dj negara i
;nenmkan oleh keseluruhan faktor yang berbagai sifatnya,
dan sosial budaya (lihat a.l. W. Frohlich, Multination
organisatia, en management, 1976, halaman 44-59),

yang diberikannya sangat perlu
Sangat bergantung pada strategi
. Suasana penanaman modal
seperti hukum, politik, ekonomi,
ale ondernemingen, ontstaan,

Perundang-undangan mengenai penanaman modal adalah salah saty unsur yang
memainkan peranan penting. Hampir semua negara berkembang dewasa ini telah
mempunyai undang-undang tentang penanaman modal asing. Di samping undang-undang
ini, yang biasanya berlaku sebagai undang-undang pokok, masih ada undang-undang
mengenai sektor-sektor tertentu atau hal-hal tertentu, seperti pertambangan, perbankan,
asuransi, dan pengalihan teknologi. Undang-undang pokok itu antara lain menentukan
bidang-bidang yang “tertutup” dan “terbuka” untuk penanaman modal asing atau beberapa
bentuk penanaman modal. Ditentukan pula apa yang termasuk “modal asing”, juga
prosedur perizinan penanaman modal dan bentuk-bentuk hukum yang dapat menerima
penanaman modal.

Banyak undang-undang membatasi penanaman modal asing. Di beberapa negara,
misalnya, penanaman modal asing hanya dapat dilakukan dengan mengadakan joint-
venture, dan ditentukan pula bahwa penanaman modal asing tidak boleh lebih daripada
kepentingan terkecil (persentasenya antara 20 persen sampai 49 persen), atau dengan
keikutsertaan (dengan plafond 49 persen) dalam perusahaan lokal yang telah ada. Di
beberapa negara kewajiban ini dibatasi hanya pada beberapa sektor, misalnya
penambangan dari suatu kategori mineral. Beberapa negara melarang pula diberikannya
izin konsesi pada daerah-daerah sumber bantuan yang bersifat kodrati, dan hanya
membolehkan untuk itu kontrak-kontrak khusus yang mengembalikan peranan dari
penanam modal yang berpotensi menjadi hanya kontraktor, atau teknikus yang disewa.
Di beberapa negara teknologi tidak dibolehkan dimasukkan sebagai modal.

Dengan mempelajari perundang-undangan PMN dibeberapa negara, dapat diperoleh
kesan tentang dua hal:

. Pembentuk undang-undang ingin mengawasi penanaman modal asing dengan
beberapa gradasi dan dengan berbagai alat agar usaha ini terintegrasi dengan tujuan
ekonomi nasionalnya., .

2. Kebanyakan dari perundang-undangan, sekurang-kurangnya di sektor ekonomi yang

vital, diharuskan mendirikan suatu badan-hukum menurut hukum nasional, apakah
dalam bentuk joint-venture atau dalam bentuk penanaman modal lainnya.
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jnya dan dengan memperhatikan pembataggy, 2
exi p.loh: llfMN memutuskan mengenai cara-cara baﬂﬂima.n,
) mm:u;h itu, misalnya dengan mengadakan penanamay, Mada)
ki negara mafi ricqeluruh an atau sebagian perusahaan yang Sudah ,
bil alih an‘.hubungan kontraktual tanpa ambil bagjgp dalag,
iptakan hubungdengan menggunakan produksi, yang disebyy Contrae
isalnya hli;;}’ :1 ru kemungkinan untuk menghindarkan ketentuan-ketenm an
isa - 3 1 i 1 e ta

! al vang terjalu ketat; dengan kombinasi berbagai norma, sepert PeTjanjian
an modal ya odal.
penarifi® o keikutsertaan dalam m - PMN itu ;
isensi denE dua faktor yang disebutkan di atas, 110 Juga menenty,,
Eeml:uk penilikannya, yaitu memiliki sepenuhnya, l_“:’peminga“ te
basﬂi“‘m?a.benmkl-uh persen, penyertaan yang sama ima puluh banding lima pujyp, 5,
lebih dari l'maiu il kurang dari lima puluh persen. Bentuk manapun penanamgp, Mody]
. i terkecl . i i .
chcl?nngan akan bagian dari strategi global PMN, yarfg diarahkan kepafifi_ Integrasi dag
itu. dia merurz()da] dalam kerangka keseluruhan operasionalnya dewasa N1 atay dj Masy
penanaman
yang akan datang. ) . : .
Penelitian empiris menunjukkan adanya dua kecend‘?mngan “oum dari PN
sebagian terbesar dari mereka cenderung unfuk beroperasi _dc.tngan perkumpulan dengan
sifat badan hukum, bahkan walaupun tidak diharuskan demikian oleh negara tyan Tumah,
dan kalaupun beroperasi dengan filial tanpa badan hukum, hanyalah suary Perkecualiap:
(2) kebanyakan PMN menerima bentuk joint-ventures dengan peserta loka] — bersifat
publik atau privat — tanpa banyak kesulitan, dan bersedia dengan penyertaan kecj} selagi
mereka bisa melakukan pengawasan efektif terhadap penanaman modalnya atay Menerimg
keuntungan yang cukup.

haru; dengan mengact

Sesu ai denga

(1)

Kritik dari negara-negara berkembang yang kerapkali dilontark
bersedianya PMN itu memberi otonomi kepada anak-anak perusahaannya, yang dengan
demikian diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan perencanaan ekonomi dari negara
tuan rumah. Sebaliknya orang mengira dalam lingkungan PMN ity anak-anak
perusahaannya itu mendapat otonomi yang besar. Mengenai tingkat otonomi ita bergantung
pada banyak fakior, seperti organisasi, besarnya perusahaan, falsafah top management dani
tiap-tiap PMN, sektor di mana dilaksanakan penanaman modal, dan keadaan dari negara
berkembang itu sendiri. Kalaupun anak pcrusahaannya mendapat otonomi dan barangkali
Juga benar-bepar mendapat kebebasan, kebebasan ini akan berkenaan dengan operasi-
Operast yang tidak bertentangan dengan strategi global PMN itu. Perusahaan induk yang
;n;g;n;uk?n Sasaran dari anak-anak perusahaanﬁya, walaupun anak-anak perusahaan i

A8lan dalam menyusunnya. PMN ig menjaga realisasi dari sasaran-sasaran tersebut

an adalah tidak
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dengan berbagai alat pengawasan yang kompleks, artinya pe ;
gilaksanakan oleh perusahaan induk. Pengawasan tidak berartj T:e ngawasan intern yang
dad anak perusahaan. Cukup jika PMN itu mempunyai kckua's‘SﬂWas; semua kegiatan
keputusan pada beberapa bidang vital, misalnya bj dang perencana aan untuk mengambil
dan reorganisasi perusahaan, pengangkatan para manajer, penenmainhanggaran, perluasan
(lihat C.D- Wallace, Legal Control of the Multinational Enterprise 198;rg:a(ll::1:ne r::sdm;]
: , st.),

Adanya kekuasaan ini tidak dapat disangkal, walaupun pada anak

o enuh sekalipun. Kenyataan bahwa PMN itu kadang-kadang tidalf“::mslahkmln .
Lekuasaannya tersebut dan membiarkan manajer lokal dengan prakarsan :‘e a;‘f“‘f“a“
akan mengurangi kekuasaan PMN itu, Hal terpenting adalah bahwa PMI):I nslen "l::’ lldall:
setiap saat mengawasi dan memeriksa anak-anak perusahaannya. Khusus rrl:enu:m'
teknologi, tekanan kekuasaan dari perusahaan induk itu adalah pada sentralisasig dl;:

pelitian laboratorium yang diarahkan pada pengembangan (R and D), juga pengawasan
dan eksploitasi komersial dari inovasi, Kemandirian teknologi (dan juga ilmu pengetahuan)
anak-anak perusahaan ternyata kecil sekali, terutama karena induk perusahaaniah yang
memutuskan teknologi yang bagaimana yang akan dilimpahkan kepada anak-anak
perusahaannya (paling banyak anak perusahaan dapat dibebani dengan penyesuaian

reknologi kepada kebutuhan lokal).
Masalah utamanya adalah konsep klasik mengenai kepemilikan. Inilah sumber dari
pengawasan intern oleh penanam modal tanpa sifat badan hukum yang dipandang sebagai

suatu bagian yang telah terintegrasi dari PMN.

Pengawasan juga dapat berpangkal pada perjanjian lisensi, tanpa PMN ambil bagian
ara lokal, yang adalah pihak dalam perjanjian lisensi.
Harus kita perhatikan disini bahwa perjanjian lisensi pada asasnya bukan suatu hubungan
bersifat ketergantungan dan karena itu implisit ada pengawasan begitu saja tanpa tambahan
hal-hal lain dari PMN terhadap penerima teknologi. Keberadaan, jangkauan, dan intensitas
dari pengawasan PMN terhadap penerima teknologi sangat bergantung pada isi dari
klausula perjanjian. Di sini antara lain terjadi mengenai kebebasan bertindak dari penerima .
lisensi, yang dibatasi, untuk mencegah dia menjadi saingan yang berpotensi. Misalnya
dapat diperjanjikan bahwa penjualan produk hanya dibolehkan di wilayah tuan rumah itu

lisehsi harus mendapat persetujuan terlebih

saja. Juga diperjanjikan, bahwa penerima
dahulu dengan menanyakan mengenai kebij
adanya klausula yang menyebutkan alasan-a
pelanggaran kewajiban yang dibebankan ke

adanya pengembangan permanen yang lebi
misalnya perbaikan teknik atau metoda pemakaian yang baru
akan memperkuat posisi penerima teknologi lokal sebagai bawahan

dalam permodalan perusahaan itu sec

akan harga dan pasar. Selanjutnya penting pula
lasan diputuskannya kontrak dalam hal terjadi

ma lisensi. Kendati demikian,

pada peneri
g teknik,

h dulu oleh PMN (dalam bidan
) selama berlakunya kontrak,

dari PMN.
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contenk produk, dan kontrak market in hand dapat pula
uk pengawasan. Antara lain dalam hal di'a dibarengj de, N Mg

. 1i1an personil yang berjangka panjang, dan bantuan teknik. Hal ini beran; bah ;
pendidihan P ~usahaan lokal untuk wakiy yang cukup lama ada dalam tangay p "
dan peru? <a terjadi svatu hubungan ketergantungan dari keadaan bahwa penh‘:N
li terhadap keperluan industri bersangkutan dan suky Cadang:lyz]

rungan penjual untuk menguasai pembeli terintegra; dala
m

Kontrak turnkey, —
sumber dan bentuk-bent

pimpinan :
itu. Di samping it bi
mempunyat monopo
Dengan demikian kecende

strategi globalnya, menjadi kenyataan.

Akhimnya beberapa tipe kontrak ya‘ng baru, sep.eni service-contract (yang bergantup
pada isinya lalu disebut pula operations/workit ‘s.k'c"””' act d.an production shqy;,
contract dapat menjadi sumber pengawasat 'yang lain, seperti ini kerapkali kita lemukay,
di sektor pertambangan, terutama sektor per'mleakan. Atas dasar kontrak-kontrak i PMN
bertindak sebagar kontraktor atau parfner bisnis dengan cabang—f:a.baflg tertentu, Walaupyp
Juas jangkauan dari pengawasan itu bt‘%rgant}mg pada posisi finansial darj negary
bersangkutan dan pada pengetahuan teknik dari perusahaan nega.ra setempat, implikasi
fungsional dari kontrak ini tidak berbeda secarz'l fundamental dari konsesi-konses; gaya
lama. Kontrak ini memang dapat dilihat sebagai suatu penegasan formal dari kenyatga
bahwa pemilikan dari sumber-sumber alam itu ada pada negara tuan rumah. Walaupup
demikian, hal ini tidak menghalangi PMN sebagai kontraktor atau partner bisnis unpy
mengawasi perusahaan itu dengan seakan-akan sebagai pemiliknya. Ini terjadi selama gja
masih menguasai monopoli sebenarnya sehubungan dengan teknologi dan manajemen,
bersama dengan alat finansial lainnya yang penting.

Apapun alasan PMN melakukan pengawasan tersebut dengan menggerakkan hal-ha,
seperti maksimalisasi keuntungannya, dan penyesuaian produksi dalam strategi
internasionalnya, namun ini suatu kenyataan bahwa pengawasan ini kerapkali adalah yang
terbaik untuk membawa kesuksesan perusahaan lokal. Dalam jangka waktu yang panjang
situasi demikian ini tidak akan dapat selalu tanpa konsekuensi. Pengawasan oleh orang
asing terhadap sektor-sektor vital dari ekonomi, penghambatan atau pengereman
perkembangan dari kecakapan organisasi perusahaan lokal, begitu pula kehilangan devisa
luar negeri, adalah beberapa contoh konsekuensi yang dimaksud. Ini beberapa saja dari
masalah yang tidak kecil yang tersimpul dalam industrialisasi Dunia Ketiga, belum lagi

apabila memperhatikan usaha-usaha negara berkembang guna menciptakan suatu tertib
ekonomj internasional baru. ‘

HL. TEKNOLOGI SEBAGAI MILIK INDIVIDUAL

Industrialisasi dari negara-negara berkembang merupakan saham dalam pernyataah
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i Lima (Peru) berkenaan dengan Pengemban : _
j;:;;an( yang berkaitan dengan it E 8an Industrial dan Kerja gamg 1975, dan
Rencana aksi itu berkeinginan agar perjanjian
dagang ditinjau kembali sedemi_kian rupa, sehing pat berkennt '
upaya pembantu yang mampu untuk mendamping; negara-negara bcrkem:l: Szbiigﬂl
pengalihan dan pembangunan teknologi. Dunia Ketiga mengalam; kenyataan bahfr . Tn
individual teknologt itu sebagai suatu hambatan yang berat bagi pengemban au-.na mll-lfl
ini terutama terlibat setelah dilahirkannya banyak negara-negara barg Sebagii ha}:iil- o
proses dekolonisasi pada tahun—tahun lima Puluhan dan enam puluban. Pada wakty Z
temyata mempunyai arti yang menentukan dari pemiikan individya] untuk penerapan
teknologi di negara-negara 1tg. Ini sebagai akibat dari perlindungan hukum secara
internasional yang efektif mengenai hak menggunakan sendiri dari para pemegan g paten
yang pada waktu itu (dan masih saja begitu) merupakan dasar bagi Unie Paris. Dajan;
tahun 1961 salah satu dari negara terbesar di Amerika Latin, yaitu Brasilia, yang lahir
dalam Abad ke-13 sebagai akibat dari ‘Yang dapat disebut proses dekolonisasi pertama

-petjanjian mengenai paten dap merek
£a mereka dga

ke negara-negara berkembang,

Di dalamnya itu diakui bahwa perlindungan atas pemegang paten, baik di negara asalnya

maupun di luar negeri mendorong penelitian secara keilmuan dalam bidang teknis, dan
dengan demikian menyumbang bagi kemahiran industri internasional dan nasional. Di
samping itu dinyatakan pula bahwa kepentingan dari semua negara akan dilayani dengan
baik dengan suatu penyerapan dari stelsel paten internasional sedemikian rupa “as to take
into full account the special needs and requirements of the economic development of
underdeveloped countries, as well as the legitimate claims of patentees”.

Resolusi itu adalah hasil dari suatu kompromi, sebab Brasilia sebenarnya adalah
pemimpin dari suatu peninjauan kembali secara keseluruhan dari sistem yang ada,
mengingat bahwa negara-negara berkembang itu dibebani terlalu berat dalam bentuk antara
lain pembayaran yang diharuskan karena lisensi. Resolusi itu sebenarnya meminta dengan
kata-kata netral Sekretaris Jenderal PBB melakukan suatu studi tentang pengaruh paten
terhadap ekonomi dari negara-negara berkembang. Konperensi pertama mengenai
Perdagangan dan perkembangan dari PBB (UNCTAD) tahun 1964, pada mulanya telalT
tunduk terhadap hasil dari perenungan kritis yang disebut di atas. Juga karena usul dari
Brasilia, UNCTAD pada waktu itu memutuskan akan memperhatiken secara terus-menerus
mengenai pengalihan teknologi kepada negara-negara berkembang. Sidang Ulllflm PBB

tngan sepakat menerima keputusan itu, Delegasi Amerika memang mer.lrlpenngatkan
Sementara itu terhadap terlalu tingginya harapan mengenai apa yang dapat dilakukan oleh
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k mendorong pengalihan teknologi ke n cgara-negar, -
ak pengetahuan teknik itu dikuasai oleh swasta. Di dafap, si
s ada perubahan scjak hari tersebut.

i 90 persen dari pengalihan teknologi ke negara-negars berkemp,
Hampir N Barat. Dengan lain perkataan, negara-negara befkembanng laly

para pcmm'nmhan unty
oleh karend
ity hampir tidak

asi dtmik,-;

.+ 1angkan oleh PM _ .
dllakmnak1'1URi teknologi itu sebagan besar dibaruskan oleh keputysag para un.tuk
dapat memas tari PBB sckarang ini diarahkan dengan jalan mengempgy, Pemiliy
aty

asta. Usaha : 1
S“mt;nai sifal dan tingkah Jaku bagi perusahaan dan pemerinizhan yang memp,,.
mengenat <

ot dan kepentingan publik dari pengalihan teknologi internasiona Umumny, g o
privat zegara berkembang khususnya, satu sama lain diusahakap dala
negara-

kesetmbangan.

IV, TEKNOLOGI SEBAGAI KEPENTINGAN PUBLIK

m kead aan

Pada waktu diterimanya Pernyataan Lima, a.da kira kira tiga juta paten, dan —
satu persen diberikan kepada warga negara dart fnegara-negara berkembang, Memang
keterangan dan bahan-bahan yang lebih baru mefmn_;ukkan bahwa gambaray ip; sudah
saneat berubah. Laporan dari Negara-negara Ke.rja.Sama dan Pengembangan Ekonom;
pad; wahun 1981 mengenai pengalihan teknologi dikaitkan dengan hubungan Utara-Sejatap
terlihat ketergantungan dari negara-negara berkembang terhadap Negara-negara indysg;
dalam bidang teknologi, dan ketergantungan negara-negara berkembang terhadap negar,.
negara industri dalam bidang teknologi. Demikian pula dengan negara—negara ketja samg
dan pengembangan ekonomi terhadap Amerika Serikat pada tahun—tahun enam puluhan,
yairu ketika negara-negara Eropa tertinggal dalam bidang teknologi itu dari Amerika
Serikat yang pada waktu itu ketertinggalannya telah mencapai titik tertinggi. Pada wak
itulab Eropa lalu mendesak semacam Marshall-plan bagi ilmu pengetahuan dan teknik
Negara-negara berkembang ini meminta pula kebebasan dimasukkannya teknologi sebagai
bagian dari kemanusiaan yang bersifat umum bersama.

Tiga organisasi internasional berupaya keras untuk menyesuaikan unsur privat dan
publik dalam perlindungan dan pengalihan teknologi itu: UNCTAD, WIPO dan UNIDO.
Kegiatan-kegiatan dari UNCTAD dan WIPO telah banyak diketahui. UNIDO berdasarkan
konstitusinya tahun 1979 bertugas untuk mendorong dan mendampingi perkembangan,
stzleksi. penyesuaian, pengalihan dan penerapan teknologi industri. Di sini perhatian
divtamakan kepada pengalihan dari negara-negara industri kepada negara-negara
berkembang, dan antara negara-negara berkembang sesamanya, Tahun 1981 Sidang Umum
gfﬂBt::;":l‘;lzf l;c:spak.alan mengenai suatu sistem pembiayaan bagi ilmu pengeta.hlllﬂ“

» yang didasarkan pada sumbangan sukarela, PBB dengan demikial
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menyinggung beberapa faset penting darj kejadian
teknologt: kepe.mlhkan, l?engalihan, penerapan, dan pemb;, aan. Hasj
sekali baru terlihat. Pertimbangan mengena; kepen Yaan. Hasilnya ternyar lambat

. .. linga .
dalam pengalihan teknologi tiap kalj menimbulkan ngla:a?:l:afﬁ unsur privat dan publik

-kejadian internasiona] yang bersifat

kepada perusahaan-perusahaan it, dengan memberikan Syarat-syarat yang patut d k
akal. Dalam situasi demikian itu dibentuk kelompok negara-negara Yang terlibi; ':;5;“

eksplorasi dan eksploitasi dasar lautan itu. Disebutkan bahwa kelompok inj “ shalz
consult together and shall take effective measures to ensure that such technology ;s made

available to the enterprise on fair and reasonable commercial terms and conditions. Each

such state party shall take all feasible measures to this and within its own legal system”.

Dalam kewajiban negara-negara ini untuk menemukan peraturan perundang-undangan
guna menjamin pengalihan teknologi dalam situasi yang diramuskan itu, Amerika Serikat
pada waktu itu melihat adanya gangguan terhadap sifat privat dari teknologi. Janji
demikian itu juga tidak akan cocok dalam kebijakan Amerika mengenai deregulasi.
Kebijaksanaan ini selanjutnya memang memberikan ruang bagi diadakannya perjanjian
teknologi bilamana menurut pendapat dari pemerintah, bahwa dipertahankannya
perdamaian dan keamanan memang menghendaki demikian.

Dapat dipertanyakan apakah kepentingan publik dari ketertiban ekonomi internasional
dalam situasi tertentu tidak memerlukan semacam campur tangan tertentu agar dengan
demikian dapat didorong pengalihan teknologi? Dalam kaitan ini dapat ditunjuk mengenai
percobaan yang telah dilakukan dalam lingkungan PBB untuk sampai kepada adanya suatu
hak atas perkembangan manusia, individual, dan dalam ikatan kelompok, sehingga ada
suatu situasi di mana manusia dan bangsa-bangsa dapat berkembang ke arah pilihan
mereka sendiri, Pangkal tolak demikian berdasar pada Pemyataan Universal Hak-hak
Manusia, yang dalam Pasal 28-nya menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk

mendapatkan suatu tertib kemasyarakatan dan tertib internasional,
kesamaan, dan solidaritas dalam kerangka

: i kebebasan,
Menimbang mengenai asas ke dan diperhatikannya standar-

tertib ekonomi internasional, disyaratkan dikembangkannya
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. (clah diterima secar umu.m sebagai kode li-ngki.lh laku p.engua.'sa
qandar internasional yangnia“ (eknologi YanE bersifat umum ds-m dla'km sebagai ukyryy,
dan pihak swas: P\-cn-gt:emasioﬂﬂi .y mengandung pe-ng.crtnan di dalamnya bahw,
dari tertib ckon(:::(lm‘; oo berlanggune jawab bagi pernilaian syarat-syarat Perdﬂgangan
masyarakal intcmas

n-

GI SEBAGAI UKURAN KETERTIBAN EKONOMI DUNIA BARYy
LO

. mengendi diadakannya suatu tert}ib ekonomi internasiona) yang

Dalam pernyata Sidang Unnum PBB dalam dalam sidang khususnya yang Pertamy
paru sejak tahun 1974, ];h ekonomi, mengkonstasikan bahwa keuntungan dari kemajyan
berkaitan dengan m]a;adibagi cecara tidak adil di antara anggota masyarakat intemasiong)
reknologi ternyata teld (a5 teknologi sebagai ukuran dari tatanan ekonomi intemasjong
Kepentingan bersamﬂai: 1san PBB, dengan demikian menjadi terlihat. Pembicaraap.
baru .di bawah penielahka“ mengenai strategi pengembangan PBB untuk tahun delapan
pembicaraan yang mnai Perjanjian Hukum Laut terlihat jelas, bahwa aspek-aspek 80sial
pulu}.laﬂ-d‘a“ Tedrﬁ: engalihan teknologi dalam tata ekonomi internasional dewasa in;
dlan mlelilll: bersif:t atal scniatﬂ mata dapat dirangkum dalam suatu hak dari negara-
tidaklah lebi nendapal bagian dalam perkembangan dan kemajuan teknik.

v, TEKNO

negara untuk '

Usul yang paling banyak ditentang selama Sidang Umum PE?.B Kesebelas - yang
diadakan khusus dan untuk merumuskan strategi pengembangan bagi nega-ra-negara Dunia
Ketiga — adalah usul dari kelompok negara-negara berkembang yang menm.lta agar negara-
negara maju mengarahkan dan menggunakan sepuluh persen dari pen geluaran
penelitiannya untuk Dunia Ketiga. Negara-negara industri Barat dengan keras menentang
usul ini. Kebanyakan kegiatan penelitiannya dilakukan oleh perusahaan swasta, dan yang
dilakukan oleh pemerintah terbatas sekali. Akhirnya secara kompromi dimasukkanlah satu
paragraf di mana negara-negara industri menyetujui untuk memperluas biaya-biaya

penelitian dan aktivitasnya, dan semakin besar jumlahnya diarahkan kepada masalah-
masalah negara berkembang.

Pengalaman pada Dunia Ketiga dan Perjanjian Hukum Laut, menunjukkan kurang
berperannya instrumen penataan. Harus disadari, bahwa dalam hubungan ekonomi
internasional, negara-negara maju bukan merupakan peserta satu satunya atau bukan
peserta utama. Para penanam modal asing pada umumnya, dan PMN khususnya, sebagai

peserta dalam latu lintas ekonomi intemnasional, perlu melakukan penyesuaian dalam tata
ekonomi internasional g pula.
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